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LAMPIRAN I 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KADISPENDA 

1. Pihak  yang terkait dalam PBB-P2? 

2. Tugas Dinas Pendapatan Daerah dalam PBB-P2? 

3. Bagaimana cara meningkatkan kualitas petugas PBB-P2? 

4. Apa hambatan yang terjadi dalam  PBB-P2?  

5. Upaya dalam pencapaian target PBB-P2? 

 

B. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN LURAH 

1. Peran Pemerintah Kelurahan Bunut Barat? 

2. Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PBB-P2?  

3. Berapa dan bagaimana cara kerja petugas PBB-P2? 

4. Bagaimana cara meningkatkan kualitas petugas PBB-P2? 

5. Upaya kelurahan dalam pencapaian target PBB-P2? 

 

C. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN CAMAT 

1. Peran Pemerintah Kecamatan Kota Kisaran Barat? 

2. Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan  PBB-P2? 

3. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak? 

4. Upaya kecamatan dalam pencapaian target PBB-P2? 

5.  
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LAMPIRAN II 

 

D. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA LINGKUNGAN 

1. Apa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan PBB-

P2? 

2. Apa saja fasilitas yang menunjang dalam peningkatan PBB-P2? 

 

E. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT 

1. Apa hambatan dalam pembayaran PBB? 

2. Bagaimana Kinerja dan Kompetensi petugas pemungut PBB-P2 

dalam menjalankan tugasnya? 
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